KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 019/M.PPN/12/2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING

KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang 
:
a.

bahwa dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Negara  Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencanadan Angka Kreditnya, telah diatur ketentuan penyesuaian / lnpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana;



b.

bahwa dalam Pasal 19 Keputusan Bersama Kepala Bagian 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor KEP. 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fungsional dan 
Angka Kreditnya, telah diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan 
penyesuaian/Impassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana;

c. bahwa untuk menjanlin kelancaran dan tertibadministrisi pelaksanaan penyesuaian/lmpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana dengan Keputusan  Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na;

Mengingat
:
1.

Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah;

3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  Pegawai Negeri Sipil sebagainiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. 
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

9. Keputusan Presiden Nonior 103 Tahun 2001 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan
:
1.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor I6/KEP/M.PAN/3/2001 tentang jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;



2.
Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIN / INPASSING KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing  ke dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan perencana.

Pasal 2

Sistematika petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian / Inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana disusun sebagai berikut :

I. Tujuan

II. Ketentuan Umum

III. Jangka Waktu 

IV. Tata Cara Penyesuaian / Inpassing 
V. Ketentuan Teknis

VI. Penutup

Pasal 3

Petunjuk Teknis pelaksanaan penyesuaian / Inpassing  ke dalam Jabatan dan angka kredit Perencana, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 07 Desember 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ttd.

KWIK KIAN GIE

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING

KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 019/M.PPN/12/2001

TANGGAL: 07 DESEMBER 2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING

KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

DAFTAR ISI

I. Tujuan

II. Ketentuan Umum

III. Jangka Waktu 

IV. Tata Cara Penyesuaian / Inpassing 
V. Ketentuan Teknis

VI. Penutup

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING

KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

I. TUJUAN

Petunjuk Teknis pelaksanaan penyesuaian/lnpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/lnpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Perencana melalui mekanisme penyesuaian/inpassing.

II. KETENTUAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Keputusan Menpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 dan Pasal 19 SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. 1106/Ka/08/2001 dan No. 34A Tahun 2001, Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi ketentuan:

a. Pada tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas di bidang Perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; 

b. Berijazahserendah‑rendahnya S1; 

c. Pangkat serendah ‑ rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a;  dan 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) Tahun terakhir.

III. JANGKA WAKTU INPASSING 

Proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Perencana dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian / Inpassing dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 januari 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan seliambat‑lambatnya tanggal 31 Maret 2002.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan(persyaratan) untuk penyesuaian / Inpassing secara hirarki dapat diajukan/mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah‑rendahnya pejabat eselon III dilengkapi dengan Iarnpiran:

a. Surat pernyataan dari atasan langsung serendah‑rendahnya Pejabat eselon III yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2001, PNS yang bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang Perencanaan;

b. Foto copy sah ijazah sarjana ( S1);

c. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir;

e. Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan;

f. Surat keputusan penenpatan/penugasan terakhir.

2. Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dirnaksud pada angka 1 di atas, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran  usul penyesuaian/lnpassing dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dan serendah‑rendahnya eselon II.

3. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut :

a. Membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana butir 1 di atas;

b. Memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian PNS yang diusulkan dan tugas pokok dan fungsi unitnya;

c. Melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan Golongan ruang, masa kerja, kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalarn jabatan Perencana.

4. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Angka2 di atas, meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhI persyaratan dan ketentuan, kepada pejabat yang berwenang mengangkat atau Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mendapatkan penetapan penyesuaian dalam Jabatan dan angka kredit Perencana.

5. Asli surat keputusan penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan  dan angka kredit Perencana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian), disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p. Pusat Pembinaan Perencana.

c. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan ( bagi PNS Pusat).

d. Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat /Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah.

e. Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional scbagai Instansi Pembina jabatan Fungsional Perencana, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. KETENTUAN TEKNIS

1. Unit perencanaan adalah unit pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melakukan :

a. Kegiatan perencanaan yang bersifat menyeluruh, dari mulai identifikasi 
permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksannan secara teratur, sistematis dan berkesinambungan,

b. Menghasilkan rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek balk lingkup makro, sektor maupun Daerah yang mempunyai dampak terhadap pembangunan nasional dan Daerah dan

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan.

2. Yang termasuk instansi dan atau unit perencanaan, adalah institusi :

a. Badan Perencannan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);

b. Unit Perencanaan Departemen/Kantor Menteri Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen;

c. Lembaga / Badan Perencanaan atau Perencanaan Pembangunan Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;

d. Unit Perencanaan pada Dinas Teknis di tingkat Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pemerintah Kota;

Contoh 
:
Unit‑unit perencanaan instansi yang haslinya hanya untuk kepentingan instansi itu sendiri tidak termasuk instansi perencanaan yang dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional Perencana, seperti Biro Perencanaan dan Organisasi Talalaksana Bappenas sesuai tupoksinya hanya menghasilkan produk perencanaan untuk lingkup Bappenas saja. Sebalikiiya. pada Biro Perencanaan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, sesuai dengan tupoksinya harus membuat pcrencanaan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral untuk lingkup nasional, sehingga Biro ini masuk dalam kategori unit pcrencanaan dalam jabatan fungsional Perencana.

3. Pengangkatan dalam jabatan Perencana, dalam masa penyesuaian/Inpassing ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) yaitu Menteri  Pimpinan Lembaga,  Pernerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.

4. 
Usul penyesuaian dalam jabatan Perencana hanya berlaku bagi Pegawai Negerl Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, tanggal 19 Maret 2001 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, berijazah serendah‑rendahnya Sarjana / S1 atau yang setingkat, dan setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang‑kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Contoh :

a. Sdr. Priyono, SE di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja kepangkatan terakhir kurang dari 1 Tahun. Dalam hal demikian maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 kepada yang bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian/Inpassing sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama dengan angka kredit 100.

b. Sdri. Tri Astuti, SE adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang Ill/b dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 tahun 3 bulan. Sebelumnya bekerja di Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur. Sdri. Tri Astuti, SE terhitung mulai tanggal 6 Maret 2001 ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan    dapat diangkat sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama, dengan angka kredit sebesar 200.

c. Drs. Marwoto sesuai Surat Keputusan Kepala Bappenas diangkat sebagai staf Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappenas terhitung mulai tanggal mulai tanggal 1 April 1995. Sampai dengan tanggal 19 Maret 
2001, masih melaksanakan tugas di bidang perencanaan. Pangkat/golongan ruang terakhir Drs. Marwoto adalah Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 tahun 3 bulan. Saudara Drs. Marwoto dapat diangkat menjadi Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Muda dengan Angka kredit sebesar 250.

d. Sdr. Cahyono, MSc adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Program. Berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Biro Perencanaan, yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sampai dengan tanggal 21 Maret 2001. Pada saat ini Sdr. Cahlyono telah 3 tahun 6 bulan menduduki pangkat Pernbina golongan ruang IV/a. Dalam hal demikian maka Sdr. Cahyono dapat diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional dalarn jabatan Perencana sebagai Perencana Madya dengan angka kredit sebesar 516.

5. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan atau berat, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian / Inpassing dalarn jabatan dan angka kredit Perencana.

Contoh
:
Sdr. Drs. Indroyono, MA adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang. Dalam hal demikian Sdr IIndroyono tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/diinpassing dalarn jabatan Perencana.

6. Pegawai Negeri Sipil yang setelah tanggal 19 Maret 2001 tidak melaksanakan tugas
di bidang Perencanaan, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/Inpassing dalam jabatan Perencana.

Contoh 
:
Sdr. Dr. Tirnbul adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan pada unit perencanaan Departemen Pendidikan Nasional dan telah melaksanakan tugasnya selama 8 tahun 6 bulan. Pada tanggal 17 Maret 2001 yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal demikian maka Sdr. Timbul tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana.

7. Pegawai Negeri SiPil Yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan lidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/Inpassing dalam jabatan dan Angka kredit Perencana.

Contoh
:
Sdr. Drs. Satrio Purwito adalah Rgawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Perencanaan Dinas Perikanan Kab Kebumen.Pada saat ini Sdr. Satrio sedang menjalani tugas belajar S2 di Universitas Gajdjah Mada. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak  dapat diusulkan untuk disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh
:
Sdr. Drs. Asep Sunarya, MBA adalah seorang PNS yang bekerja pada unit Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian. Pada saat sekarang Sdr. Asep Sunarya sedang dalam status diberhentikan sementara sebagai PNS, Dalam hal demikian yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan dan Angka kredit Perencana.

9. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di Iuar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan  dan angka kredit Perencana.

Contoh  :

a. Sdr. Dra. Tita Maryati, MA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Sosial Budaya Bappeda Magelang. Sdr. Tita pada saat ini sedang menjalani CLTN mengikuti suami tugas ke luar negeri selama 2 tahun. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat di sesuaikan / diinpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana.

b. Sdr. Wulan Ambarwati, MSc, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di unit perencanaan Dinas Pertanian Propinsi DIY. Pada saat ini Sdr. Wulan sedang CLTN untuk melahirkan anak keempat. Dalam hal demikian maka kepada yang bersangkutan dapat di usulkan untuk disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

10. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan setelah tanggal 19 Maret 2001 tidak dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan Perencana.

Contoh
:
Sdr.
Makmur, MSc., diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan pada unit Perencanaan terhitung mulai tugas tanggal 1 April 2001. Dalam hal demikian maka Sdr. Makmur tidak dapat disesuaikan/diinpassing ke dalarn jabatan dan angka kredit Perencana. Untuk menjadi Perencana, Sdr. Makmur dapat diangkat melalui pengangkatan pertarna kali.

11. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Gelar kesarjanaan/S1 tetapi belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, maka yang bersangkutan tetap dapat diangkat  ke dalam jabatan dan Angka kredit Perencana setelah ijasah dimaksud dilaporkan ke unit kepegawaian sebelum ditetapkan surat keputusan penyesuaian/Inpassing.

Contoh
:
Sdr. Suprianto, pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang Ill/b bekerja unit perencanaan dan diberi tugas di bidang perencanaan terhitung mulai tanggal 2 Januari 1999. Sambil bekerja yang bersangkutan memperoleh ijasah S1 (Sarjana Hukum) pada tanggal 6 Februari 2OOI. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk disesuaikan /diinpassing dalam jabatan dan Angka kredit Perencana dengan ketentuan ijasah dimaksud segera dilaporkan kepada pejabat kepegawaian sebelum surat keputusan penyesuaian/Inpassing ditetapkan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar unit Perencanaan dan tidak sedang menjabat jabatan struktural atau fungsional lainnya tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/Inpassing. Kepada PNS yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Perencana melalui mekanisme pengangkatan pertama kali.

23. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu di luar Institusi/Unit Perencanaan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan Angka kredit Perencana. Kepada PNS yang demikian ini dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Perencana melalui mekanisme pindah jabatan.

PENUTUP

Pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya melalui Penyesuaian/Inpassing diharapkan telah memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi unit perencanaan. Sehingga  Perencana yang telah diangkat melalui penyesuaian/Inpassing, dapat terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Perencana yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah masa penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana berakhir, seluruh tata cara pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Perencana menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.

